
  

  

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONSSIA: 

NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERATURAN P=LAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 

TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1%. Pasal 14, 

Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 9° 

Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdeyaen dan 

Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaaz Feraturan 

Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga: 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

bo
 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2058 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahen Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3.  Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2C15 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

4.  Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2C17 tentang 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraen Keluarga 

(Lembaran Negara Republik indonesia ‘Yahun 2017



Nomor 226); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 

99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang meriliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarazat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui can dihormati 

dalam sistem pemerintahan Megara Kesatuen Republik 

Indonesia. 

2. Kecamatan atau yang disebut dengan dengar nama lain 

adalah bagian wilayah dari daerah kabupater/kota yang 

dipimpin oleh camat. 

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 

sebagai perangkat Kecamatan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan  perwakilan rakyat daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yeng menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK. adalah 

gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh 

dari, oleh, dan untuk masyarekat, menuju terwujudnya 

Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bersudi Iuhur,



10. 

sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesctaraan dan 

keadilan gender, serta kesadaran hckum dan 

lingkungan. 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masysraxat yang 

terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah 

dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluerga sedarah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan 

derajat ketiga. 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang 

selanjutnya disingkat PKK acalah salah satu lembaga 

kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi 

partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan 

kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun 

warga dan rukun tetangga atau sebutar lain yang 

mengoordinasikan kelompok dasawisma. 

Tim Penggerak Pemberdayaan dan  Kesejahteraan 

Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah 

mitra kerja pemerintah dan  organisasi/lembaga 

kemasyarakatan lainnya, yang  berfungsi sebagai 

fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan 

penggerak pada masing-masing jenjang untuk 

terlaksananya program PKK. 

Sistem Informasi Manajemen Gerakan Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnra disingkat 

SIM PKK adalah Aplikasi yang mendokumentasikan, 

mengadministrasikan, serta mengolah data program dan 

kelembagaan Gerakan PKK. 

Menteri adalah menteri yang menyelenggarexan urusan 

pemerintahan dalam negeri.



BAB IT 

PENYELENGGARA GERAKAN PKK 

Pasal 2 

(1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional. 

(2) Menteri mendelegasikan penyelenggaraan Gerakan PKK 

secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

(3) Gubernur, bupati/wali kota melalui Peranguxat Daerah 

yang membidangi pemberdayaen dan pemerintahan Desa 

melaksanakan dan mengoordinasikan Geraxan PKK di 

wilayahnya. 

(4) Camat melalui kepala seksi yang membidangi 

. pembangunan melaksanakan dan "‘mengoordinasikan 

Gerakan PKK di Kecamatan. . 

(5} Kepala Desa melalui kepala urusan pembangunan 

melaksanakan dan mengoordinasikan, Gerexar PKK di 

Desa. 

(6) Lurah melalui kepala urusan pembangunan 

melaksanakan dan mengoordinasixan Geraxar. PKK di 

Kelurahan. , . 

BAB TI 

PEMBENTU IKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA 

Pasal 3 

(1) Menteri dalam menyelenggarakan Gerakan PKK secara 

nasional membentuk TP PKK pusat. 

(2) Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan PKK 

membentuk TP PKK provinsi. 

(3) Bupati/ /wali kota dalam menyelenggarakan Gerakan PKK 

membentuk TP PKK kabupaten /kota. 

(44 Camat dalam menyelenggarakan Geraxan PKK 

reembentuk TP PKK Kecamatan. 

(5) Kepala Desa dalam ren elenggarakan Gerakan PKK 

membent uk TP PICK Desa.
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Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK 

membentuk TP PKK Kelurahan. , 

Pasal 4 

TP PKK pusat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat 

(1) terdiri atas: 

a. ketua umum dijabat isteri/suami Menteci Dalam 

Negeri; 

b.  sekretaris umum; 

c,  ketua li bidang pembinaan karakter Keluarga; 

d. ketua Ti bidang pendidikan dar veningkatan 

ekonomi Keluarga; 

e. ketua III bidang penguatar. ketahanan Keluarga, 

f, ketua IV bidang Kesehatan Keluarga dan lingkungan; 

g. sekretaris !, sekretaris Il; sekretaris II, sekretaris IV; 

h.  berdahara I dan bendahara II; 

i, kelompck kerja I, kelompck kerja II, xeiompok kerja 

Ill, dan kelompok kerja IV; 

j. staf ahli 

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayvaz (1) huruf g 

tediri atas: | . . 

a. sekretaris I mengoordinasiian ket tatausahaan, 

b.  sekretaris 1 mengoordinasikan pengelolaan program; 

c. sekretaris HI mengocrdinasikan kehumasan dan 

kerjasama antar lernbaga: dan 

d. sekretaris IV mengoordinasikan rumah tangga, 

pemeliharaan gedung, inventaris barang dan 

sekr etariat. 

Kelompok kerja sebagaimana, dimaksy 1d pada a *yat {1} 

huruf i terdiri atas: 

a, kelompok kerja I sebagai pengelola program: 

| 1) penghayatan dan pengamaian Pane asila, dan 

Q) gotong royong. 

b. keiomook kerja TI sebagai pengeola program: 

1) pendidikan dan keterampilan; d an 

2) pengernbangan kehidupan berkoperasi. 

c. kelompok kerja fll sebagai pengelola program:



(2) 

ra
n 

“pangan; 1} 

2) sandang; dan 

3) perumahan dan tata laksana ruman tanggga. 

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program: 

1) kesehatan; 

2} kelestarian lingkungan hidup; dan 

3) perencanaan schat. . 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas: 

ketua; 

os 
© 

wakil ketua; 

c sekretaris; dan 

d. anggota. — 

Susuman kepengurusan TP PKK pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan 

Menteri. . 

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud sada ayat (5) 

paling sedikit memuat rincian tugas dan fongsi TP PKK 

pusat. 

Pasal 5 

TP PKK provinsi sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 3 

ayat (2) terdiri atas: . 

a. ‘ketua dijabat isteri/suami gubernur; 

b.  sekretaris I dan sekretaris 1; 

ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga: a
 

+ d. ketua Wo obidang pendidikan dan senringkatan 

ekonomi Keluarga; 

e. ketua HI bidang penguatan ketahanan Keluarga; 

fo ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan; 

g. bendahara; 

h.  kelompek kerja I, kelompok kerja tT, kesompok kerja 

Hl xelornpok kerja 1V; dan 

i stafahli, | 
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pade ayat (1) 

huruf h terdiri atas: 

a.  kelompok kerja I sebagai pengelola progranu



(S) 

i} penghayatan dan béngamalan. Pancas‘la; dan 

3) gotong royong. . . 

b, kelompok kerja li sebagai pengeiola progr am: 

1) pendidikan dan keterampilan; aan 

2) pengembangan kehidupan berkoperasi. 

c. kelompok keria III sebagai pengelola program: 

1) pangan; 

2} sandang; dan 

3) perumahan dan tata laksana rumar tangga. 

a. kelompok kerja [V sebagai pengelola program: 

1) ‘ kesehatan; , . 

2) kelestarian lingkungan hidup; dan 

3) perencanaan sehat. 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2] 

terdiri atas 

a. ketua; 

b. wakil ketua; 

c sekretaris; dan 

d.  angeota. 

Susunan kepengurusat TP PKK provinsi sebagaimana 

dimaksud ‘pada ayat ( a ditetapkan dengan keputusan 

gubenur. 7 —_ oo 

Keputusan gubernur sebagaimana dimaksizd pada ayat 

(4) paling sedikit memuat rincian tugas furgsi TP PKK 

provinsi 

Pasal 6 

TP PKK kabupaten /1 kota sebagaimana dimas <sud dalara 

Pasal 3 3 ayat (3) terdiri atas: 

a. ketua cijabat isteri/suami bupati/wak Koa; 

b. sekretaris; . 

c. ketual bidang pembinaan karakter Keluarga; 

d. ketua Il bidang pendidikan dar cveningkatan 

ekonorni Keluarga; 

e, ketua HT bidang penguatan ketahanar. Keluarga; 

vw f. ketua WV  bidang kesehatan Keiuarga dan 

Lingkungan;



(2) 

(4) 

gZ.. bendahara; bes . 

h. kelompok kerja I, kelompok kerja U, kelompok kerja 

ii, kelompok kerja IV; dan 

i, stafahli, | 
Keiompok kerja sebagaimana dimaksud peda ayat (1) 

hurut bh terdiri atas: 

a. kelompok kerja I sebagai pengelola pregram: . 

1} penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan 

2) gotong royong. 

b. kelompok kerja II sebagai pengelola program: 

1) pendidikan dan keterampilan; dan 

2) pergembangan kehidupan berkoperasi. 

c. kelompok kerja II sebagai pengelola program: 

i) pangan; 
2) sandang; dan 

3) pefrumahan dan tata laksana rumaz tazigga, 

d. elompok kerja IV sebagai pengelola program: 

1) kesehatan; oo 

2)  kelestarian lingkungan hidup; dan 

3} perencanaan sehat. 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 

terdiri ates: . 

a. ketua; 

0. wail ketua; 

c.  sekretaris; dan 

ad. anggota. 

Susunan ‘kepengurusan TP PKK . kabupaten/ kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan dengan 

keputusan bupati/ wali kota. : 

Keputusan ‘bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat {4) paling sedikit merruat rincian tugas fungsi TP 

PKK kabupaten /kota. 

Pasal 7 

TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud zalam Pasal 

2 ayat (4) terdiri atas: 

a.  ketua dijabat isteri/suami camat;



b. | wakil ketua dijabat isteri / -suami sekretaris 

Kecamatan; nee 

co sekrétaris; 

d. bendahara; dan 

e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, xelornpok kerja 

{if dan kelompok kerja IV. 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurufe terdiri atas: . 

a. kelompok kerja 1 sebagai pengelola program: . 

1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan 

2) gotong royong. 

b. kelompok kerja II sebagai pengelola prograr: 

1) ° pendidikan dan keterampilan; dan 

2) . pengembangan kehidupan berkoperasi. 

c kelompok kerja Ill sebagai pengelola program: 

1) . pangan; 

2} sandang; dan 

3h perumahan dan tata iaksana ruman tangga: . 

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola prograii: 

1} kesechatan; . 

4) kelestarian iingkungan hidup; dan 

3) perencanaan sehat. 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud peda ayat (2) 

terdiri atas: 

a. retua: 

b. wakil ketua; 

C. sekretaris; dan 

d.  anggota. 

Susunan kepengurusan | TP PKK ci Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan bupati/ vali kota yang, ditandatengani camat 

aias nama bupati/ wali kota. 

Keputusan bupati/wali kota sebagairnana cimaksud pada 

ayat (4) paling sedikit rnemuat rincian tougas fungsi TP 

PKK Kecamatan.



Le Pa sal 8 

TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam vasal 3 ayat 

{S) terdiri, atas: 

a. ketua dijabat isteri / suami kepala Desa; 

b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretar:s Desa; 

c.  sekretaris; 

d. bendahara; dan 

e. kelormpok kerja 1. kelompok Kerja Il, xelomrok kerja 

HI dan kelompok kerja IV. 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud peda ayat (1) 

huruf ¢ terdiri atas: 

a. kelompok kerja I sebagai pengelola program: 

1) . penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan 

2} gotong royong. 

b, kelom. pox kerja II sebagai pengeloia progran:: 

3) pendidikan dan keterampilan; dar 

2} perigembangan kehidupan berkoperasi. 

c. kelompok kerja Ill sebagai pengelola program: 

1) pangan: 

2) sandang; dan 

3) perumahan dan tata laksana ruma> tanggga. 

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program: 

1) kes sehatan; 

2) kelestarian ingkungan hidup; daz 

3) perencanaan sehat. , 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas: 

a. ketua; 

wakil ketua; o 

C. sekretar's; dan 

d er rt C1. al BES sta. 

Susunan -kepéngurusan, TP PKK Desa sebdagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 

kepa la Desa. 

Keputusan kepala Desa sebagairrana dimraksud pada 

avat (4) paling sedikit memuat rincian tcgas fungsi TP 

PKK Desa.
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es Pasal 9 

TP PEK Kelurahan sebavaimana dimaksud éalam Pasal 3 

ayat (6) terdiri atas: 

a.  ketua dijabat isteri/suami lurah; 

b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris 

Kelurahan: 

c.  sekretaris; 

d. bendahara; dan 

e. kelompok kerja I, kelompok kerja Il, kelompok kerja 

Ii dan kelompok kerja IV. ‘ 

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) 

huruf e terdiri atas: 

a.  kelompok kerja I sebagai pengelola program: 

1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan 

2) -gotong royong. 

b. kelompok kerja II sebagai pengelola program: 

1} . pendidikan dan keterampiian; dan 

2) pengembangan kehidupan berkoperasi. 

c. kelompsk keria III sebagai pengelola program: 

1) pangan; 

2) sandang; dan 

3) perumahan dan tata laksana ruma*: tangegga. 

d. kelompok. kerja IV sebagai pengelola program: 

. 1) Kesehatan; 

2) kelestarian lingkungan hidup ; den 

3) perencanaan sehat, | 

Kelompok kerja sebagairnan a dimaksud ‘pada ayat {2} 

terdiri atas: 

a. ketua; , 

b.  wakil ketua; 

a sexretaris; dan 

p anpeota. 

Susunan kepengurusan TP PKK | di Kelurahan 

Se bagaimena dimaksud pada ayat (1) ditetarzan dengan 

Keput. isan bupati/ wall keta yang ditandate: ageni lurah 

atas nama bupat/wali kota.
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Keputusan bupatl i i/ wali kk ota scbagaimana dirmmaksud pada 

ayat (4) paling sedikit memuat rincian tuges dan fungsi 

TP PKK Kelurahan. 

Pasal 10 

Kepala Desa/iurah bersama masyaraxat dalam 

pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Keiompok PKK 

sebagai iembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai 

kondisi wilayah masing- masing. 

Ke lompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terciri atas: 

a. kelompok PKK lingkungan/dusun; 

b. kelompok PKK rukun warga; dan 

c.  kelormpok PKK rukun tetangga. 

Susunan kepengurusan kelompok ‘PKK  scbagaimana 

dimaks sud pada ayat (1) terdiri atas: . 

a. ketua; 

b. sekretaris: 

c. bendahara; dan 

bidang sesuai kebutuhan. a
 

Ke epengurusan kelompok PKK ‘sebagaimana cimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan sepala Desa 

dan keputusan bupati/ wali Kota yang ditancatangani 

oleh lurath atas nama bupati/wali kota. 

Pasal 11 

Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di 

masyarakat kepala Desa/lureh membentuk kelompok 

das sawisma yang terdiri atas 10 (sepuluzh remeh sesuai 

kondisi wiiayah masing~ mas ing. 

Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikoosdinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari 

kelompok yang versangkutan. 

Koor ‘dinator scoagaimana dimaksud pada ayat {2} 

   

  

ggun 

war a rukun tetangga. 
= 

bertan g jawab kepada ke epada kelompox PER rukun 

  

Koordinator ‘sébagaimana dimaksud pada ayat {3} 

ditetapkan dengan keputtisan kepala Desa dan



  

keputusan ‘bupati/wali kota yang ditandatangani oleh putuse paci/ g g 

ural atas nama bupati/ wali kota. 

Pasal 12 

Pengaturan kelompok dasawisma dimuat dalam petuniuk 

teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK. 

(5) 

Pasal 13 

Ketua umum TP PKK ditetapkan oleh Menteri dan 

dilantik oleh pelindung utama atau pelindung TP PKK. 

Ketua TP PKK provinsi ditetapkan dan dilantik oieh ketua 

umum TP PKK dan dikukuhkan oleh gubernur. 

Ketua TP PKK kabupaten/kota ditetapkan dar dilantik 

oleh keta TP PKK provinsi dan dikukuhkan seh bupati/ 

wali kota. 

Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan <.antik oleh 

ketua TP PKK kabupaten/kota dan dikuimahan oleh 
carnat. - - 

Ketua TP PKK Desa/Kelurahar. ditetapkan dar dilantik 

oleh ketua TP PKK Keécamatan dan dikukuhxan oleh 

kepala Desa/lurah. 

Pasal 14 

Fengurus TP PKK pusat ditetapkan dan diantik oleh 

Meriteri. | ne . 

Pengurus TP PKK provinsi ditetapkan dan “iantik oleh 

mibernur. . 

Pengurus TP PKK kabupaten /kota ditezpkan dan 

dilantik oleh bupati/wali kota. 

Pengurus TP PKK Kecametan ditetapkan den dilantik 

oleh camsi. - 

Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan diteapkan dan 

dilantik oleh kepala Desa /lurak. 

Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayet ‘1) sampai 

dengan ayat {5}, merupakan Warga Negara Indonesia 

yang ‘secara sukarela, mampu dan peduli ternacdap upaya 

Geraken PEK.
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Dalam menyelenggarakn Gerakan’ PKK secara nasional 

didukung: oleh: 

a. pelindung utama; dan 

b.  pelindung. 

Pelindung Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a yaitu istri/suami Presiden atau yang ditunjuk 

oleh. Presiden, 

Pelindung sebagaimana dimaksud pada avar (1 buruf b 

yaitu istri /suami Wakil Presiden atau yang cicunjuk oleh 

Wakil Presiden. 

Pasal 16 

Dalam’ * penyelenggaraan program dan kegiaten TP PKK 

pusat dan daerah dapat didukung oleh penaschet . 

Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan seseorang yang pernah mienjabat sebagai 

ketua umum atau ketua TP PKK daerah. 

Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan ketua umum an ketua TP 

PKK daerah. 

I Penasehat sebagaimana dimaksud vada aya (2) dimuat 

dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanazn Gerakan 

PKK. 

_ Pasal 17 

Dalam penyelenggaraan progam dan kegiatan TP PKK 

pusat dan daerah difasilitasi oleh ketua pempina dan 

para pembina. 

Ketua pembina “YP PKK pusat scbagaimana ac maksud 

pada ayat (1) yaitu Menteri. , 

Ketua pembina TP PKK daerah sebagaimana cimaksud 

pada ayat 1) yaitu gubernur, bupati/wali ota. camat, 

kepala Desa/lurah sesuai kewenangan. 

) yaity 1 Para pembina sebagaimana dimaksud pada avat (1 

unsur  kerdenterian /lembaga, organisasi: Perangkat



(2) 

(3) 

  

    
oes ‘dan Kecamatan, pemerintahan Desa; Kelurahan 

ta badan permusye awatan besa/dewan Xelurahan. 

Pasal 18 

Masa bakti ketua umum TP PKK, ketua TP PRK provinsi, 

dan ketua TP PKK kabupaten / kota, ketaa TP PKK 

Kecamatan, ketua TP PKK Desa [Seturahes terhitung 

sejak pelantikan sampai dengan erakhivnva masa 

jabatan Menteri, gubernur, bupati/ wali kota, camat dan 

lurah/kepa la Desa. . , . 

Masa bakti pengurus TP PKK pusat,  provinsi, 

xabupaten / kota, Kecamatan dan Keluranen masing- 

masing selama 5 (lima) tahun terhit tung selak pelantikan. 

Masa bakti pengurus TP PKK Desa seams 5 (enam) 

tahun terhitung gejak pelantikain. 

Pasal 19 

Dalam hai ketua umum ‘TP PKK dan ketua TP PKX daerah 

tidak. dapa it melaksanakan tugas karena berheiangan tetap 

atau tidak tétap berpedoman pada petunjuk tekxis mlengenal 

pela ksana eval Gerakan PEK. 

Pasal 20 

Ketua umuni TP PKK atau ketua TP PKX caeran wajib 

membuat memori pertanggung jaweben pada akhir masa 

paleti. _ . 

Pedoman penyusunan memori pertanggung jawaban 

sebagaimana . dimaksud pada avat (v) dimuat dalam 

petunj rac teknis mengenai © pelaks sanaan Gerakan PKIK 

Penguros TP PKK ous at, provinsi, ka albrapaten/kota, 

Kecamatan, 1 GD ada n ‘Kelurahan be s¢henti } Karena 

a. meninggal dunis, 

b. ‘ mengundurkan diri; dan / atau 

¢.  diberhentikan.



   (2) Pengurus TP PKK pe sf provinsi, kabupaten/kota, 

Kecamatan, . Desa dan Kelurahan  dibrerhentikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hururc. apabila: 

a. berakhir masa kepengurusan; 

o tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) 

bulan secara bevturut-turut tanpa keterangan 

apapun; dan 

c. dinyatakan bersalah berdasarkar: putusan 

: pengadilan yang telah mempero! leh kekuetan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana. 

Pasal 22 

Pergantiar. per.gurus TP PKK pusat dan daerah berdasarkan 

loyalitas dan kapasitas serta mermper-imbangkan 

keberiangsungan program dan kegiatan. 

Pasal 23 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan PKK sleh ketua 

pembina dan ketua umium/ketua TP PKK sesuai jenjangnya 

meliputi: 

a. ke etua pembina TP PKK pusat ‘delam yelaksanakan 

tugasn nya bertanggung jawab kepada Presider; 

be ketua umum TP PKK dalam melaksanakan tugasny2 

bertanggung jawab kepade. Mentert 

Cc. ketua TP PKK provinsi, dalam melaksanalkan tugasnya 

. ber tanggung jawab kepada g guberstur dan keraa a nan ‘TP 

PKK; . 

d. ketua Tt! PKK kabupaten/ kota dalam. melaxsanaken 

tugasnya ber vanggung jawab kepada bupati/wal kota 

dan kena iP PRE provinsi; 

  

e. detua TP PK 1 Kecamatan dalam melaks naxan tugasnya 

bertanggung jawab kepada camat dan xetua TP PKK 

kabupaten/kota; Jan . 

f. ketua TP PRA Desa/ Kelurahan dalam elaxsan raken 

tugasnya berianggung jawab kepada ‘Kepale Desa /lurah 

dan ken mua TP PRK Kecamatan.



  

Hubungon ke: =a. TP PKK di semua jenjang meliput:: 

a. hubung gan, keria antar’T? P.PKK di semua jerjang, bersifat 

konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan 

hubungan hirarkis; 

hubungan kerja antara TP PEK dengen zemerintah, 

lembaga kemasyarakatan yang memilik: kepedulian 

terhadap PKK, bersifat kemitraan; 

hubungan kerja antara TP PKE dengan pemcina, bersifat 

konéultatii dan koordinati f; 

hubungan kerja antara TP PKK Desa/Kelurahan aengan 

lembaga kemasyarakatan Desa’ atau senutan lain, 

bersifat konsuitatif, koordinatif dan kerjaserma; can 

hubungan kerja aritara TP PKK dengan dunia usaha, 

lembaga doner dalam dan luar negeri bersifat kemitraan. 

. Pasai 25 

Dalarn melakukan hubungan kerja dan pelaksanaan 10 

(sepuluh) p program pokok. PKK, TP PKK melaksanakan 

kegiatan antara iain: 

a. rapa at kerja nasional yang diadakan sstiap 5 (lima) 

| tahun; , . 

b. rapat ‘kerja. nasional ’ luar biasa dapat 

diselenggarakan apabila dianggap verlu untuk 

mengadakan perubahan hasil raxerras sebelumnya 

dan/ jatau atas petunjuk Menteri; 

C. rapat kerja daerah provinsi dan «abupaten / kota 

~ diadakan setiap 5 (lima) tahun; 

a. rapat penyusunan strategi Ger akan PEX diadakan 

setiap i {satu} tahun; 

€. forum musyawarah nasional; dan 

f rapat lain nya. 

Mekanisthe pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimuat dalam petunjuk tekris muengenai 

oelaksanaan Gerakan PKK.



~ TB - ee 

  

KELENGKAPAN KELEM BAGAAN TIM PENCGERAK 

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHT ERAAN KELUARGA — 

Pasal 26 

Dalam menyclenggarakan Gerakan PKK, TP PKK merniliki 

atribut sebagai identitas dan legalitas kelembagaan. 

Identitas dan legalitas kelernbagaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. lambang; 

b. duaja; 

c. vandel; 

d. wimpel; 

e. lencana; 

f. mars PKK; 

g. kop surat; 

h. ‘stempel; 

i. papan nama; 

j. baju serageam; dan 

k, plakat. 

Pasal 27 

Identitas dan legalitas kelembagaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 dimuat dalam petunjuk tekmis mnengenai 

pelaksanaan Gerakan PKK. 

(2) 

BAB V 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasai 28 

Untuk metalesa: aakan Gerakan PKK, tim penggerak PKK 

“pusat dan daerah meinilild tugas yaitu pende ecaan potensi 

Kehuarga dan wasyarakat, penggerakkan peran seérta 

masyarakal dan pengendalian terhadap ‘¢: o (sepuiuh} 

program pobkok PRE. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tim penggerak PKK pusat dan daerah memiliki
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fungei meliputi: 

a. ‘menghimpun, menggerakkan dan mermopina potensi 

masyarakat untuk “terlaksananya “9 (sepulwh) 

program pokok PKK; . 

b. merencanakan, melaksanakan, memantau, 

mengevaluasi pelaksanaan 10 {sepuhch! program 

pokek | PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

c  memberikan pembinaan yang meliputi peryuluhan 

pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan 

kepada TP PKK secara ber rjenjang sqmpar dengan 

kelompok dasa wisma; 

d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporar. secara 

berjenjang terkait program Gerakan PKE; dan 

e. menampung dan menyalurkan aspirasi mas yer akat. 

BAB VI 

PERENCANAAN 

Pasal 29 

Perencanaan Gerakan PKK dilakukan melalii -9 (sepuluh) 

program pokok PKK yang berpedoman pada: 

a. 

b. 

rencana i im duk Ger ‘akan PKK; dan 

strates mi Cera vkan PKK. 

Pasal 30 

Rencana indcuk Gerakan PKK sebagaimarna dimaksud 

dalam Pasal 29 huruf a, merupaxer dokumen 
2 

perencanaan Gerakan PEK berskala nasionai yarig 
? 

memuat: 

a, visi dan misi; 

b. asas; - 

ce iu yuan; 

d. sasaraun; dan 

a . operasio mlisasi 10 (sepu aku), prograin pokok PKK. 

Rencane induk disc S110 5 Gira) tahun seket can dapat 

ditinjau kembali séetiap tahun. 
    

njauan. kembali sebagaimana dimalksud nada ayat (2)



(2) 

(1) 

(3} 

dilakukar “melalui forui 

~~ BO     

    

-rousyawarah nasicnel dengan 

mempertimbang ykan_ pencapaian rencane kerja tahunan 

PKK, 

Pasal 31 

Rencana induk disusun cleh Menteri bersama dengan 

TP PKK pusat dengan melibatkan kernen-erian/ lernbaga 

pemerintah norkementerian dan pemerintar daerah. 

Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ) ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 32 

Metode dan mekanisme penyusunan vencana induk 

dilakukan secara koordinatif dan partisipati- . 

Mekani isme -penyusurian rencana. | “indus dilakukan 

melalui rapat kerja nasional dengan bers pedornan pada 

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Reneana Induk yang ‘elah ditetapkan menjad: dasar 

dalam penyusunan strategi Gerakan PKK. 

Pasal 33 

Dokumen rencana induk scbagaimana dimaksuc daiam Pasal 

30 dimuat dalam petunjul teknis mengenai pelaksanaan 

Cer akan PKE., 

Pasal 34 

Strategi Gerakan PKK merupakar: perangkat 

perencanaan dan pelaksanaan program / xegizian dalam 

mewijudkan visi dan misi Gerakan PKK. 

Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaks::d pada ayat 

(1), merupakan dasar pencapaian rencana induk Gerakan 

Ra Ko) PEK. sebaga: i mastkan dalam forum -nusyawarah 

perencaraen pembangunan nasionai, kabupaten/kcta, 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan.



on
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—
 

(4) 

  

Strategi - Gerakan. PKK: sebagaimana dimaxsud dalam 

Pasal 34 memuat: “ 

a. isu strategis yang menjadi skala prmoritas untuk 

mempercepat pencapaian visi dan misi; 

b.  rumusan proses dan metode pelaksarnaan Gerakan 

PKK; dan 

c. perencanaarn prograrn Gerekan PKK. 

Isu strategis sebagaimana dimaksud pada avat {1) huruf 

a merupakan ‘kondisi yang harus | dipernatikan dan 

dikedepankan dalam perencanaan untuk pencapaian 

tujuan penyelenggaraan Gerakan PKK. 

Rumusan proses dan metode pelaksanaan Gerakan PKK 

sebagaimaiia dimaksud pada ayat (i) huru’ & merupakan 

langkah- langkah dan pendekatan ‘dalam pelaksanaan 

Gerakan PKK. ' 

Perencanaan program Gerakan PKK sebagaimana 

dirnaksud peda ayat (1} hurufc merupaken suatu proses 

untuk “menentukan kebijakan dengan melibatken mitra 

kerja TP PKK. 

Pasal 36 

Metode dan mekanisme penyusunan Strategi Gerakan 

PEK ’ dilakukan secara koordinatit, intergratif dan 

partisipatif, — . 

Strategi Gerakan PKK pusat disusun oleh Menteri yang 

dilimpahkaa kepada Direktur Jenceral Bina 

Pererintahan Desa bersama TP PKK pusat dengan 

melibatkan kementerian jlembaga pemerintah 

nonkementerian terkait sesuai tugas dan furgsinya. 

Sirategi Gerakan PRR provinsi dan kasimaeten/ iota 

dist agun ¢ oleh ‘guberaur dan bupati/wali kota ? sersama TP 

PKK provinsi dan kabupate n/ kota dengan melibatkan 

Perangkat Daerah “yang membidangi perencanadn 

pembangunan daerah dan Perangkat “aerah terkait 

sesuai kewenangannya. . 

Strategi Gerakan PKK Kecarnatan disusun oleh carnat 

 



  

   
bersama .’ Po PKE Kecany atan dengan taeiibatkan urut 

pelaksana | teknis daerah, dan pemangku kepentingan 

terkait. 

  

(5) Strategi Gerakan PKK Desa disusun oleh xepala Desa 

bersama TP PKK Desa dengan melibatken perangkat 

Desa, badan . permusyawaratan Dese, lembaga 

kemasyarakatan Desa, lembaga swadaya masyarakat, 

tokoh masyarakat dan pernangku kepentingan terkait. 

(6) Strategi Gerakan PKK Kelurahan disusus ‘oleh Jurah 

bersama TP. PKK Kelurahan melibatkax: perangkat 

Kelurahan, lembaga swacaya masyarakat, — tokoh 

raasyarakat dan pemangku kepenting an terkac:, 

(7} Mekanisme penyusunan Strategi — G etdkan PKK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‘samnpai dengan ayat 

(6 } dapat dilakukan melalui rapat kerja tab SUnAan., 

Pasal 37 

Strategi Gerakan PKK : sebagaimana dimaksud daiarn Fasal 36 

ditetapkan oleh Menteri, gubernur, “bupati/weli xota, caraat, 

dan ke pala Desa/ lurah sesuai dengan | kewenangan nye 

Pasai 38 | 

Strategi Gerakan PKK dimuat’ dalam petunjix’ teknis 

mengenai pelaksanean Gerakan PKK. 

BABVIT — 

' PELAKSANAAN 

- Paesal 39 

(1) Gerakan PKE dilakukan melalui 10 (sepuluh) program 

pokok PKK yang rneliputi: . 

a. pe wee: yatan dan pengamalan Pancasila; 

0. gotong royong; 

c. pangan, 
d. sandang; 

e. perurniahen dan tata laksana rumah tangga; 

f pendidixan den keteramipilan; 

 



    

g. kes sehatan; 

ti, pengermbangan kehidupan ber koperasi; 

L, kelestarian lingkung an hidup; dan 

j. perencanaan senat. 

(2) Dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pekok PKK 

kemenierian dan lembaga pemerinteh norkementerian 

membezi kan dukungan dan berperan secara aktif sesuai 

dengan tcugas dan fiangsinya dengan >erkoordinasi 

dengan Menteri. 

Pasal 40 

Program penghayatan dan pengamalan Pancasila 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 39° a rat {2} huruf a 

dilaksanakan paling sedikit dengan cara: | . . 

a. pémbinaan karakter Keluarga melalui ‘pole asuh anak 

den remaja dengan penuh cinta dan kasih sarang daiara 
rad 

Kéiu 1arZa; 

b. pembinaan Keluarga sadar hukum; 

c. pembinaan kesadaran bela negara; 

d. pembinaan pencegahan penyalahagunaan narsoba; 

e. pembinaan pencegahan kekerasan dalam ruman tangga; 

f pembinaan pencegahan per dagangan manusia; can 

g. pemt sinaat pencegehan kekerasan seksual terhadap 

anak. 

Pasal 41 

Program gotong royong sebagaimana dimaksud <calam Pasal 

39 ayat {1) huruf b dilaksanakan paling sedikit dengar cara: 

a. inenumbuhkar: th sikap kesetiakawanan ‘sosiak 

b. temberdayakan ! <e.onipok lanjut us 

C. partis sipas si dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat: 

dan 

d.  hberpartisipasi dalam program pembangunan. 

Pasal 42 

Program. pangan sebaga mana “dimaksud dalam F Pasal 39 ayat 

{1} huruf c dilak sanakan paling sedikit dengan CALA: 
i ‘ - - fo



  

a. menggerakan Kelu area: 3 dam _pemenuhaz. keputuhan 

  

pangan, melalui halaman agri teratur indah dan sryaman; 

  

b. menggerakxan Kelua arga dalarn percepatan 

keanekaragaman konsumsi pangan; 

c. menggeraken Keluarga mengkonsumsi makanan yang 

beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan 

d. mendukunge dan . berperan serta dalam kegiatan 

penyediaan makanan tambahan. 

Pasal 43 

Program sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 29 ayat 

(1) buruf. d. dilaksanakan paling sed:kit dengan cara: 

a. membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya 

Indonesia; , 

b. memasyarakatkan pakaian adat pada acara, terter.tu; dan 
1 

c. pengembangan pola pendampingan kerada usaha 

    

sandang kecil mikro. 

Pasal 44 

Program perumahan dan tata laksana racak tangea 

sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 39 ayat {1) huruf e 

dilaksanakan paling sedikit dengan cara: 

a. memasyai akatkan pemaniaatan sumberdaya energi dan 

ceknologi tepat g guna; , | 

b. pembindan rumah sehat lavak huni; dan 

a meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang 

tataleks sana, . Tumah tangga dalam harmonisasi kehidupan 

Keil narga. 

Pasal 45 

Program | pen Gidi kan dan keter ampilan ‘sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal (89 ayat (4j huruf fd: laksanakan paling sedikit 

den gan cara: 

a. pembinaan Keluarga tentang wajib belajez Seta belas 

tahun oe , 

Dd. mengs gerakan Keluarga calam peningkatan “eterarmpilan 

dan pendidikan; 

 



N
 

- 
On

 

      
   

keapas sitas’ tater kelompok = c. memia sititasi peningké 

bel lajar paket A, paket. B, dan vaket C meiaiui kerjasarna 

    

dengan instansi terkait; dan 

d. meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan 

menggunakan modul pelatihan PKK. 

Pasal 46 

Program kesehatan : sebagaimana dimaksud caiam Pasai 39 

ayat (1) nuruf g dilaksanakan paling sedikit denger cara: , 

a. menggerakan Keluarga dalam perilaku hidup bersib dan 

sehat; 

bd. pembinaan peran serta ‘masyarakat Calam upaya 

penucunan 2 an gia kematian ibu, bayi dan. Daita; 

O pembina aan Keluarge yang sadar gizi; 

ry
 

mendukung program pencegahan dan deteks: dint kanker 

‘pada perempuan; dan 

é. pembinaan Keluaraga dalam pelaksanaan imurisasi dan 

. pencegahan penvakit menular maupun ticak men nolar 

serta asuhan mandiri dalam Keluarga. 

' Pasal 47 

Program: pengembangen kehidupan berkoperasi sebagaimana 

dimak sud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf fh cilaksanakan 

paling sed: ‘kit dengan cara: 

a. meng geerakan Keluarga dalam peningkeran - kualitas 

pengelolaan ‘ekonomi Keluarge. ” meialut usaba 

peningkatan pendapatan Kehiar: ga; 

b. pembinaan Keluarga dalam. pelaksanaen dan 

pengembang van xelompok usaha peningke ian pendapatan 

. Keivarga PER: 

Co mendorong pembentuke ua Koperasi oleh ke! onpo khusus 

“usaha pe aingkatas pendapatan Keluarga PRE: dar 

d. miengembaiigkan kreatifitas melalui us sahe. niko kecil 

dan raenengah berbasis teknologi informasi.
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Program kelestarian lingkungan hidup sebagaiznara dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat: (1) huruf i dilaksanakan paling sedikit 

dengan cara: . 

a. pernbinaan Keluarga dalam1 memelihara cari menjaga 

lingkungan bersih dan sehat; dan 

b.  melestarikan lingkungan hidup. 

Pasal 49 

Program yperencanaan sehat sebagaimana ’ dizcaksud dalam 

Pasal 39 ayat (1) kuruf j dilaksanakan paling secikit dengan 

cara: 

a. permbingan Keluarga dalam meningkatken Keluarga 

berencana menuju Keluarga berkuelitas; can 

b. melakukan perencanaan keuangan yang bak «untuk 

kehidupan Keluarga sehat. 

Pasal 50 

Pelaksanaan 10 (sepuluh) program " pokok PKK dapat 

dintegrasikan pada pos pelavanan terpadu. 

BAB VID | 

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 

Permbinaan 

Pasal 51 

(1} Menteri meelakukan pembinaan umum  terhadap 

pelexsanaan Gerakan PKK meliputi: 

pemberian pedoman dan panduan; a. 

b.  penyusunan modul pelatihan/bimbingar teixnis: 

c. peningkatan kapasitas TP PKK; 

cd. emberian penghargaan; dan 

®. penyusinar strategi pencapaian kinevia. 

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksuc pada avat (1} 

dilaksanakan oieh Menteri melalui Direktur Jenderai



. 2 ws wey 

Bina Pemerintahan Desa bersama TP PKK pusat dan 

dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait ieinnya. 

- Pasal 52 

Gubernur, bupati/wali kota, melakukar pembinaan 

terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di daeran me_iputi: 

a. penguatan kapasitas kelermnbagaar roeialui 

pelatinan, konsultasi, ‘advokasi, fasilizasi dan 

koordinasi; . 

b. pemberian penghargaan: dan 

C. penyusunan strategi pencapaian kinerja 

Pembinaan sebagaimana dimaksud paca ayat (1) 

dilaksanakan oleh organisasi Perang cat Daerah . yang 

miembidangi pemerintahan Desa’ aan Pemberd layaan 

Masyarakat bersamia TP PKK. 

Pasal 53 

Camat bersama TP PKK melakuken pembinaan ternadap 

pelaksanaan Gerakan PKK meliputi: 

a. penguaian kapasitas kelembagaan melaiui pelatihan, 

konsuitasi, advakasi, fasititasi dan koordinas: i 

pemberian penghargaan; dan 

pelaksana 2H) strategi pencapaian kinerja. 

Pasal 54 

Cepala Desa dan jurah bersama TP” PEK snendukung 

pembinaan Gerakan PKK. 

Pembinaan. Gerakan PKK sebagaimana diraks ud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. penguatan kapasitas kelembagaan melahai 

pelatihan, konsuliasi, advokasi, fasilitasi dan 

koordinasi,; 

b, pemberian penghargaan ; dan 

C. “palaks sanaan strategi gi pencepaian kinerja. 

Dalam mela tksanakan pembinaan sebagaimena dimaksud 

pada ayat (1), kepala Desa dan ‘turah scrlecordinas 

dengen carat.



  

  

(2} 

: Bagian: Kedua 

Pemantauan dan Evaluasi 

  

Pasal 55 
Menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, kepala 

Desa/lurah melakukan pemantauan dan  evaluasi 

pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK. . 

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahur 

Pementauan dan  evaluasi pelaksanaan permbinaan 

Geraxan PKK  diiakukan sebelum  diadakannya 

penyusunan program atau kegiatan tanur ber:kurnva. 

Evaluasi pélaksanaan pembinaan Gerakar PKE dapat 

melibatkan pergur an tingei dan lembaga lainaya, 

Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK 

raenjadi bahan masukan dalam penyust-nan program 

dan kegiatan tahun mendatang. 

Pasal 56 
Pelaksatiaan pemantauan dan evaluas: sebagaimana 

dimaxsud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanckan oleh tira 

yang dibentuk oleh ketua pembina TP PEK pusat dan 

daerah. 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen PKK 

yang dimuat dalam  petunjuk teknis mengenai 

pelaksanaan Gerakan PKK, 

BAB IX 

PELAPCRAN 

Pasal 57 

Menteri menyampaikan leporan pelaksanaan pembinaan 

Gerakan PKK kepada Presiden | (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun. - , —_ 

Kepala Desa/lurah, camat, bupati/wali kota, gubernur 

sesuai dengan ke wenangannya menyarmpeikan ljaporan



      

(1) 

B
 

S
 

PEK secara berjenjang kepada 

  

pelaksanaan Gerakai | 

Menteri setiap 6 (enam) bulan ataw sewakcu-waktu jika 

diperlukan, _ 

Pasal 58 

Sistematika laporan sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 

o7 memuat: | 

a. pendahuluan; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan: 

c. instansi/ lembaga yang terlibat dalem veleksanaan 

program dan kegiatan; 

d. jumlah dan sasaran kegiatan; 

€. penggunaan anggaran yang bersumber dari 

anggaren’ peridapatan dan belahja negara, anggaran 

pendapatan dan  belanja daerak, anggaran 

pendapaian dan belanja Desa atau sumer lain; 

f permasalahan yang dihadapi; , 

g. “pay yang akan diiakukan; dan 

h. penuttip. 

instansi/lerubaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf (c) melaporkan pelaksanaan Kegiatan Gerakan PKK 

kepada ketua pembina TP PKK sesuai dengan <ingkatan. 

Pasal 59° 

Pelaporan . pelaksanaan | program den kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 aya: (1) huruf b 

dilakuken melalui SIM PKK. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

bahan pemantanan dan evaluasi pelaksaraan Gerakan 

PKK mesing-masing tingkatan. 

SIM PKK sebagaimana dimaksud paca ayvat {1j 

dikoordinasikan melalu. Direktorat Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa bersama TP PKK pusa‘. 

Pasal 60 

Mekanismeé pelaporan yang merauat penyelenggaraar. Gerakan 

PKX ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 can S7M PKK
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sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 59 dimuat dalam 

petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Geraken PKE. 

BAB X 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 61 

Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuluhi program 

pokox PKK melalui: Gerakan PEK dapa: ~elivatkan 

partisipasi masyarakai, lembaga kemasysraxatan dan 

lembaga lainnya. 

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimeksud pada ayat 

(1) mulai tahap perencanaan, ’ pelaksenaan dan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusiz. 

Masyarakat s t sebagaimana dimaksud pada evat (1) paling 

sedikit meliputi: . . 

a. tokoh adat; 

b. tokoh masyarakat; 

c. tokoh agama; 

&.  tokoh pendidikan; dar. 

é&. kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat 

‘Jain sesuai dengan kondisi sosial budara. 

Lernbagia kemasyarakatan sebagaimana dix: naksuc pada 

ayat (1) meliputi: 

a. rukun tetangga; 

b. rukun warga; 

c. karang taruna; 

d. pos pelayanan terpadu; dan 

e. lembaga pernberday. aan masyarakat. 

Lembaga lainnya sebagaimana | dimaksuc pada ayat (1) 

metiputi: . . 

a. lemt Naga peng gkajian: 

b. lembage dcnor dalam dan luar negeri: Gan 

ec. lembaga profesi.
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BAB XI 

PENDANAAN 

_ Pasal 62 

Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok Geraxan PKK 

bersumber dari anggaran pendapatan dan Delanja negara, 

anggaran pendapatan dan belanja daerah previrsi, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran 

pendapatan dan belanja Desa dan lain-lain sumber 

pendanaan yang sah dan tidak mengikat. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 63 | 

Pada saat Pevaturan Menteri ini muldi- berlaix, Peraturan 

Menteri Dalam’ Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Peraberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Revubi:k Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 60}, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 64 

Peraturan Menteri imi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan .
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Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

daiam. Berita Negara Republik Indonesia. 

Vitetapkan di Jakaima 

pada tangga! 19 Me: 2020 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMMAD. TITO KARNAVIAN 

Diundangkan <i Jakarta 

pada tanggal & Juni 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PHRUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 580 

Salinar sesuai dengan aslinya 
varepala Biro Hykuni 

ea 
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f bamad, SH, MAP 
tama Muda (IV/c} 

90818 199603 1001


